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KONSEP JUAL BELI KREDIT DALAM ISLAM

A. Asas Hukum Jual Beli dalam Islam

1. Asas Ilahiah
1

Kegiatan mu’amalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-niali

ketentuan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki

tanggungjawab akan hal ini. Tanggungjawab kepada masyarakat,

tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada Allah

AWT.

Asas ilahiah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tau ḥ id Ulū hiyah

dan Tau ḥ id Rubū biyah. Tau ḥ id Ulū hiyah yaitu keyakinan akan

keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di

langit adalah milik-Nya, sedangkan Tau ḥ id Rubū biyah adalah

keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap

makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan

yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.

2. Asas Kebebasan (al-ḥ urriyah)
2

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan

suatu perikatan.Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para

pihak.Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu
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mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan

segala hak dan kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat

dalam QS. al-Maidah 1:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
3

(QS. al-Maidah: 1)

Artinya: “Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya,

dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku,

Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.
4

(QS. al-Hijr: 29)
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3. Asas Keadilan (al-‘Adā lah)

Asas keadialan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai

keadilan antara para pihak yang melakukan akad

mu’amalah.
5
Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad

menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam

pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua

kewajibannya.Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan

yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi

salah satu pihak.
6

4. Asas Kerelaan (al-Ridhā )

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara

saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak,

sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam

Surat an-Nisaa’ ayat 29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
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membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu”.
7

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu

perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya, dilakukan

dengan pemaksaan ataupun penipuan.Jika hal ini terjadi, dapat

membatalkan perbuatan tersebut.Unsur sukarela ini, menunjukkan

keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.
8

5. Asas kejujuran dan kebenaran (ash-Shidq)

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus

dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika

kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak

legalitas perjanjian itu sendiri selain itu, jika terdapat ketidakjujuran

dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.

Dalam Surat al-Ahzab ayat 70 disebutkan sebagai berikut:
9

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu

kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.
10

6. Asas Tertulis (al-Kitā bah)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih

berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi
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sengketa.Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 282-283

mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam

kebaikan bagi semua pihak.Bahkan juga di dalam pembuatan

perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi.
11

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Sudarsono rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi dua,

yaitu:
12

1. Penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat:

a. Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri). Menurut Surat an-Nisaa’ 29

disebutkan:

....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.
13

b. Sehat akalnya.

c. Sampai umur (baligh)

d. keadaannya tidak mubadzir. Maksudnya pihak yang mengikatkan

diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros
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(mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
14

2. Uang dan benda yang dibeli, dengan syarat:

a. Keadaannya suci (barangnya tidak najis).

b. Memiliki manfaat. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Surat

al-Israa’ 27, yaitu:

……

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah

saudara-saudara syaitan”.
15

c. Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan.

d. Barang itu kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang

diwakilkannya atau yang menguasakannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 Bab IV

juga menjelaskan mengenai rukun jual beli, bahwasanya rukun jual beli

ada 3 yaitu:
16

a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli

(penjual, pembeli dan pihak lain)

b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak

bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan

isyarat. Serta kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama.
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Dalam menetapkan rukun dan syarat jual beli, di antara para ulama

juga mengalami perbedaan pendapat.Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual

beli adalah ijā b dan qabū l yang menunjukkan pertukaran barang secara

rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli

menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
17

a. Bai’ (penjual)

b. Mustari (pembeli)

c. Shighat (ijā b dan qabū l)

d. Ma’qud ‘alaih (benda atau barang)

Sedangkan dalam syarat jual beli terdapat empat macam syarat,

yaitu:
18

a. Syarat terjadiya akad, merupakan segala sesuatu yang disyaratkan

untuk terjadinya akad secara syara’. Syarat tersebut terbagi atas dua

bagian:

1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad

2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagaian akad

dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sahnya akad, yaitu segala sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk

menjamin dampak keabsahan akad.  Ada kekhususan syarat sah akad

pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya

seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan,
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paksaan, perkiraan, adanya unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual

beli rusak.

c. Syarat terlaksananya akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat,

yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, disyaratkan bahwa

barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika

dijadikan, maka sangat bergantungkepada izin pemiliknya yang asli

dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang

lain.

d. Syarat luzum (kepastian), dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara

syarat luzum dalam jual beli adalah terjadinya dari beberapa khiyā r jual

beli, seperti khiyā r syarat, khiyā r aib dan lain-lain.

C. Jual Beli Kredit (Bai’ Taqsī ṭ )

1. Pengertian Jual Beli Kredit (Bai’ Taqsī ṭ )

Secara bahasa, al-taqsī ṭ ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-

misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.
19

Sedangkan

secara istilah bai’ taqsī ṭ adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar

cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan thaman yang relatif

lebih tinggi disbanding thaman dengan sistem bayar cash. Lonjakan

thaman dalam sistem taqsī ṭ (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik

riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga
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dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan

kelonggaran melangsungkan transakasi.
20

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan

tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli

kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada

perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah

menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya

kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan

pembayaran murni karena penundaan.
21

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang

sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan

emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si

pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam

bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda.

Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk

penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si

pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di

tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal

usaha.
22

Islam membolehkan pihak yang membeli barang, kemudian

menjaulnya, baik secara cash amaupun kredit. Melebihi harga karena

20
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penundaan pembayaran (ta’jī l) diperbolehkan berdasarkan hadith Nabi

yang diriwayatkan Amr bin ‘Ā sh:

ص  ا ع ل ا ن  ب و  ر م ع ن  ب الله  ا د  ب ع ن       ع
ل ا ر:ق م          ينا

   
Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bin al-‘As Radhiallahu ‘anhu dan

dari ayahnya berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa

sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta

akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”.
23

Menaggapi hadith di atas, alasan yang dikemukakan al-Syantiqi

yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan

merupakan riba, karena penambahan harga bukan merupakan salah satu

yang terukur, seperti ditimbang, diukur dan sebagainya. Sementara riba

merupakan berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang yang

menjual mobil dengan harga cash 90 Juta, kemudian dengan harga

kredit 100 Juta, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak ada

kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan

secara angsuran, misalnya selama  sepuluh bulan dengan cicilan 10 Juta

setiap bulan.
24

Salim mengatakan bahwa taqsī ṭ berarti menunda pembayaran

utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga
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pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya pembayaran

disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu”.
25

Kaitan antara ta’jī l (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu)

dan taqsī ṭ (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), memang

sudah jelas pengertian terminologi taqsī ṭ . Maka dari itu faktor tempo

waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit

sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara ta’jī l

(penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan taqsī th

(pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu). Ta’jī l merupakan

menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik

waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan taqsī ṭ , menunda

pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara

bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada

hubungan umum, khusus dan mutlak antara ta’jī l dan taqsī ṭ . Setiap

taqsī ṭ mengandung unsur sementara ta’jī l lebih umum dan lebih mutlak

sehingga adakalanya terdapat taqsī ṭ pada sistem ta’jī l dan terkadang

tidak ada. Dengan demikian taqsī ṭ lebih khusus dari pada ta’jī l.
26

Sedangkan Dimyaudin Djuwaini mengatakan “Jual beli kredit

merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayakan secara

berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus
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menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar

harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu”.
27

Jadi, inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu

pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran

harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan

tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli

dan penjual).
28

Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat

rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan

atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang

mengguanakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya

pembayarannya dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.
29

2. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan

pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama,

hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumur ulama yang

terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan para

sahabat, tabi’in dan Zaid bin Ali.

….

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”.
30

(QS. al-Baqarah 275)
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......

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu

bermuamlah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan hendaklah kamu menulisnya”.
31

(QS.al-

Baqarah 282)

........

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad

itu”.
32

(QS. al-Maidah 1)

          
Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua

belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku

sahnya yang diakadkan”.
33

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip.Oleh karena

itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua

belah pihak.Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak

dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.
34

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena

penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung

sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan

karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan

31
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pembayaran tertunda. Itu menunjukan bahwa menambah harga karena

penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai

masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan

bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi

tersebut memiliki perbedaan yakni antara transakasi pinjam meminajam

dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan

bahwa kedua jenis transaksi itu haram.
35

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam

lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli

kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang

pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya

secara langsung, sehingga sebuah kewajaran jika ia menutupi

penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.
36

Kaitanya

dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk

dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan

sebuah kewajiaban. Abu Said, asy-Sya’bi, Rabi’ bin Anas mengatakan

bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, akan tetapi dinasakh

oleh firman Allah SWT:

“Namun, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya”.
37
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Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam buku tafsir

al-Mishbah, bahwa pencatatan dalam muamalah terutama yang tidak

tunai itu sebagai anjuaran, bukan kewajiaban”.
38

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang

hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi

orang yang terlantar atau orang yang  sangat membutuhkan, memang

tidak salah lagi bahwa hai ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat

besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap oarang dalam

masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT:

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

Amat berat siksa-Nya”.
39

(QS. al-Maidah: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di

antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan

hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya

bertempo atau tertunda.
40
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Kedua,hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah

(salah satu sakte dalam syi’ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam

Khawarij), Imam Yahya, al-Jashash al-Hanafi, sebagaian ulama

Syafi’iyah, sebagaian ulama Hanabilah dan Zhahiriyah.

..…

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”.
41

(QS. al-Baqarah 275)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu”.
42

(QS. an-Nisa’ ayat

29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat

halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak

demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan

harta orang lain secara batil.
43
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3. Syarat Jual Beli Secara Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah,

maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
44

a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang

dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli

“Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan

menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu

batal karean penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam

keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk

membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa

waktu.

b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang

dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli

salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang

pembayaran ditemapat transaksi, sehingga sebagai tindakan

preventive untuk mencegah riba tidak mungkin dilakuakan

penundaan waktu pembayaran.

c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual

berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan

yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang

sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-
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lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan

manusia dan memakan harta semasa secara bathil.

d. Mengetahuai harta pertama apabila jaul beli secara kredit terjadi

dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli

(amā nah).

e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila

pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah

tertentu dari harga yang semestinya.

f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli

kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya,

menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang

berhutang terlambat membayar utangnya.

g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit

yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat

memanfaatkannya segera  atau untuk diperdagangkan. Namun

apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan

mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya

yang lain, praktik demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak

diperbolehkan.

4. Penetapan Harga Jual

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli

dengan harga yang disenangi. Namun, ketika negara menetapkan harga

untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat



penetapan harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan

rakyat agar melakukan transakasi jual beli sesuai dengan penetapan

harga tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang.
45

Dalam ekonomi Islam cara pengendalian harga ditentukan oleh

penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan

penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui

intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap

permintaan dan penawaran, maka mekanime pengadilan dilakuakan

penghilangan distorsi termasuk penetapan harga untuk mengendalikan

harga pada keadaan sebelumnya.
46

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah

pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar,

penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.
47

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting

dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal sama perlunya, maka

wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk

kemaslahatan mereka. Imam Asy Syukani berkata: “Sesungguhnya

manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka.

Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam

ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya

terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada

45
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memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama

perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad

kemaslahatan diri mereka masing-masing”.
48

Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang

tidakia relakan bertentangan dengan firman Allah dalam suart an-Nisa’

ayat 29:

... ...

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu.”
49

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi

mekanisme pasar bebas, maka mereka juga bersepakat bahwa hanya

dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan

penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga

agar kembali kepada harga yang adil, harga yang normal atau wajar

atau harga pasar.
50

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang

mendasar dalam transaksi yang Islami.pada prinsipnya transaksi jual

beli harus diklakukan pada harga  yang adil sebab ia adalah cermin dari

komitmen syari’at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara

umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan

eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah

48
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satu pihak dan menguntungkanpihak lain. Harga harus mencerminkan

manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual pembeli

meperoleh keunungan yang normal danpembeli memperoleh manfaat

yang setara dengan harga yang dibayarkan.
51

D. Aspek Kemaslahatan Dalam Jual Beli Kredit

1. Khiyā r Dalam Perdagangan

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan

penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antar penjual

danpembeli dapat diciptakan dalam berjualbeli maka syariat Islam

memberikan hak khiyā r.
52

a. PengertianKhiyā r

Kata khiyā ritu berarti pilihan atau pemilihan.Dan yang

dimaksud pilihan atau pemilihan adalah mencari yang terbaik

diantara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau

membatalkannya.
53

Secara terminologis khiyā rmenurut ulama fiqh

adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang

melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan

transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing

pihak yang melakukan transaksi.
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Tujuan darikhiyā r yaitu memberikan hak kepada para pihak

agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakangnya

baik mengenai harga, kualitas maupun kuantitas barang tersebut.

Disamping itu hakkhiyā r juga dimaksudkan untuk menjamin agar

akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari

para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi

sahnya suatu akad.
54

Hak pilih atau khiyā rdalam jual beli

mempuyai persyaratan sebagai berikut:
55

1) Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan

belum berpisah maka keduanya mempunyai hak

khiyā runtuk melakukan jual beli atau membatalkannya.

2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak

khiyā ritu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanya

menyepakatinya maka keduanya terkait dengan hak pilih

hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan.

3) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan

penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih misalnya,

menjual sesuatu yang harganya aepuluh ribu dengan lima

belas ribu atau dua puluh ribu. Maka pembeli diperbolehkan

jual beli atau membeli dengan harga standar.

4) Jika penjual merahasiakan barang dagangan misalnya ia

keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek atau

54
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memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang

rusak maka pembeli mempunyai hak khiyā runtuk

membatalkan jual beli atau melangsungkannya.

5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya

dan sebelumnya tidak diketehui pembeli dan ia ridha

denganya ketika proses tawar menawar maka, pembeli

mempunyai hak pilih antara membatalkannya atau

meneruskannya.

6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu

barang atau sifatnya maka keduanya bersumpah kemudian

keduanya mempunyai hak pilih antara melangsungkan akad

jual beli atau membatalkanya.

2. Prinsip saling percaya (amā nah) dalam jual beli

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah

SAW, di mana sewaktu muda beliau berbisnis dengan memperhatikan

salah satunya adalah kepercayaan (amā nah).Amā nah merupakan

lawan kata dari khianat.Amā nah berasal dari bahasa Arab, amuna,

ya’munu, amanah, artinya dipercaya, jujur, lurus, setia. Dari akar kata

yang sama terbetuk kata amina, ya’manu, amnan, artinya aman,

sentosa.
56

Amā nah menjadi misi hidup setiap muslim. Karena seorang

muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Besar dalam keadaan

56
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/

Pentafsiran al-Qur’an, t.t.), hlm. 49.



ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah

dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang

tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim.
57

Dalam dunia bisnis, amā nah memegang peranan penting dalam

pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk

keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan resiko,

kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat

akan terealisir jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama

dilakukan dengan penuh saling percaya. Tanpa adanya prinsip jujur

dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan

dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya akan dapat

merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ajaran Islam melalui

ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam

bermuamalah.
58

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 283:
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Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh

seorang penulis, Maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

Menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
59

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amā nah

dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial.Allah mengiringi

kata amā nah dengan perintah bertakwa kepada-Nya.Hal ini jelas

menunjukkan bahwa amā nah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari ketakwaan.Pemberian amā nah dan pelaksanaannya harus berjalan

secara seimbang.Jika ada orang yang berani melakukan transaksi

dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-

betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amā nah berkhianat,

tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan

pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan

59
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tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan

bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah.
60

Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya

orang curang, tetapi orang jujurpun akan menaggung getahnya.

Dalam sebuah hadis  Rasululllah SAW. pernah mengingatkan dua

orang yang melakukan mitra bisnis untuk saling menjaga amanah dan

tidak saling mengkhianati. Jika mereka tetap komit dalam menjaga

amā nah maka Allah akan menjadi pihak ketiga sebagai penolong

mereka. Namun, jika di antara mereka ada yang berkhianat, maka

Allah akan keluar dari kerjasama itu, arti hadis tersebut adalah:

”Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu (bekerja

sama) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada

mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan)

mereka”.
61

(HR. Abu Dawud)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa amā nah ditekankan

pada setiap aktivitas dan usaha di bidang ekonomi untuk mendapat

keberkahan dari Allah.

Dalam pengertian luas amā nah dapat diartikan keterbukaan,

kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam

menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak

boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam

bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan berbagi
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kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara

kebahagiaan lahir dan batin.
62
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